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PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG
PEMOLISIAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas Kepolisian Negara
Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,
memberikan perlindungan, pengayoman dan
pelayanan kepada masyarakat, diperlukan
kemampuan anggota polri dalam menerapkan strategi
Pemolisian masyarakat guna membangun kemitraan
dan kerja sama dengan mengikutsertakan masyarakat
untuk menjaga keamanan dan ketertiban di
lingkungannya;

b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman
Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, sudah
tidak relevan dengan perkembangan organisasi
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
perkembangan kehidupan masyarakat sehingga perlu
diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia tentang Pemolisian Masyarakat;

www.peraturan.go.id



2015, No.812 2

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK

INDONESIA TENTANG PEMOLISIAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri

adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Pemolisian Masyarakat (Community Policing) yang selanjutnya
disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat
melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu
mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan
pemecahan masalahnya.

3. Pengemban Polmas adalah setiap anggota Polri yang melaksanakan
Polmas di masyarakat atau komunitas.

4. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang
selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas
di desa/kelurahan.

5. Strategi Polmas adalah cara atau kiat untuk mengikutsertakan
masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam
melakukan upaya-upaya penangkalan, pencegahan, dan
penanggulangan ancaman dan gangguan Kamtibmas secara
kemitraan yang setara dengan Polri, mulai dari penentuan kebijakan
sampai dengan implementasinya.

6. Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat yang selanjutnya disingkat
FKPM adalah wahana komunikasi antara Polri dan masyarakat yang
dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka
membahas masalah Kamtibmas dan masalah-masalah sosial yang
perlu dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang
menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan
peningkatan kualitas hidup masyarakat.
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7. Balai Kemitraan Polri dan Masyarakat yang selanjutnya disingkat
BKPM adalah tempat dan sarana yang digunakan untuk kegiatan Polri
dan warga masyarakat dalam membangun kemitraan.

8. Pilar Polmas adalah pemangku kepentingan yang mendukung
keberhasilan penerapan Polmas dimasyarakat lokal.

Pasal 2
Tujuan pengaturan Polmas meliputi:
a. sebagai pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan kegiatan

Polmas secara efektif dan efisien; dan
b. terwujudnya kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada

kesepakatan bersama untuk menangani masalah sosial yang dapat
mengganggu Kamtibmas guna menciptakan rasa aman, tertib, dan
tenteram.

Pasal 3
Polmas dilaksanakan dengan prinsip:
a. komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan

secara terus-menerus antara pengemban Polmas dengan
masyarakat/komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak
langsung dalam rangka membahas masalah keamanan dan
ketertiban;

b. kesetaraan, yaitu kedudukan yang sama antara pengemban Polmas
dan masyarakat/komunitas, saling menghormati dan menghargai
perbedaan pendapat;

c. kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif antara pengemban
Polmas dengan masyarakat/komunitas dalam rangka pemecahan
masalah sosial, pencegahan/penanggulangan gangguan keamanan
dan ketertiban;

d. transparansi, yaitu keterbukaan antara pengemban Polmas dengan
masyarakat/komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan
upaya menjamin rasa aman, tertib, dan tenteram agar dapat bersama-
sama memahami permasalahan, tidak saling curiga, dan dapat
meningkatkan kepercayaan satu sama lain;

e. akutanbilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan
Polmas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dengan
tolok ukur yang jelas, seimbang dan objektif;

f. partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara
aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam
upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran
dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna
memecahkan permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim
sendiri;

g. hubungan personal, yaitu pendekatan Polri kepada komunitas yang
lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan
formal/birokratis;
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h. proaktif, yaitu aktif (tidak bersifat menunggu) memantau dan
memecahkan masalah sosial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk mencegah terjadinya gangguan
keamanan dan ketertiban serta peningkatan pelayanan kepolisian;
dan

i. orientasi pada pemecahan masalah, yaitu petugas Polri bersama-sama
dengan masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan
menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap
sumber/akar masalah.

Pasal 4
Falsafah Polmas:
a. masyarakat bukan merupakan objek pembinaan, melainkan sebagai

subjek dan mitra yang aktif dalam memelihara Kamtibmas
di lingkungannya sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia;

b. penyelenggaraan keamanan tidak akan berhasil, bila hanya dilakukan
oleh Polri, melainkan harus bersama-sama dengan masyarakat dalam
menangani permasalahan Kamtibmas;

c. menitikberatkan pada upaya membangun kepercayaan masyarakat
terhadap Polri melalui kemitraan yang didasari oleh prinsip demokrasi
dan hak asasi manusia;

d. bersikap dan berperilaku sebagai mitra masyarakat yang lebih
mengutamakan pelayanan, menghargai kesetaraan antara polisi
dengan masyarakat serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
dalam mengamankan lingkungannya;

e. membangun kepercayaan masyarakat dilakukan melalui komunikasi
dua arah secara intensif antara Polri dengan masyarakat dalam
kemitraan yang setara untuk pemeliharaan Kamtibmas;

f. mengupayakan pengembangan sistem Polmas yang ada disesuaikan
dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai budaya lokal; dan

g. menggalang kemitraan yang dilandasi norma-norma sosial dan
budaya lokal, untuk memelihara Kamtibmas.

Pasal 5
Fungsi Polmas:
a. mengajak masyarakat melalui kemitraan dalam rangka pemeliharaan

Kamtibmas;
b. membantu masyarakat mengatasi masalah sosial di lingkungannya

dalam rangka mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas;
c. mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan prioritas

masalah, dan merumuskan pemecahan masalah Kamtibmas; dan
d. bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah

Kamtibmas.
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BAB II
STRATEGI DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Strategi
Pasal 6

Strategi Polmas dilaksanakan melalui:
a. kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat atau komunitas;
b. pemecahan masalah;
c. pembinaan keamanan swakarsa;
d. penitipan eksistensi FKPM ke dalam pranata masyarakat tradisional;
e. pendekatan pelayanan Polri kepada masyarakat;
f. bimbingan dan penyuluhan;
g. patroli dialogis;
h. intensifikasi hubungan Polri dengan komunitas;
i. koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepolisian; dan
j. kerja sama bidang Kamtibmas.

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 7

Sasaran Polmas meliputi:
a. kepercayaan masyarakat/komunitas terhadap Polri;
b. kesadaran dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi

ancaman/gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman
dilingkungannya;

c. kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi akar permasalahan
yang terjadi dilingkungannya, bekerja sama dengan Polri untuk
melakukan analisis dan memecahkan masalahnya;

d. kesadaran hukum masyarakat;
e. partisipasi masyarakat/komunitas dalam menciptakan kamtibmas

di lingkungannya; dan
f. gangguan Kamtibmas di lingkungan masyarakat.

BAB III
PELAKSANAAN POLMAS

Pasal 8
Polmas dilaksanakan oleh:
a. Pengemban Polmas; dan
b. Bhabinkamtibmas.

Pasal 9
Polmas dilaksanakan dengan tiga model, yaitu:
a. Model A, berupa pendayagunaan pranata sosial (tradisional dan

modern);
b. Model B, berupa intensifikasi fungsi Polri di bidang pembinaan

masyarakat; dan
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